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ABSTRAK

Protokol Notaris adalah seluruh dokumen yang merupakan arsip
Negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris yang terdiri dari minuta —
minuta yang telah di jilid, reprotorium , daftar pengesahan surat — surat dibawah
tangan , daftar akta-akta protes. Pejabat Sementara Notaris adalah seorang yang
untuk sementara menjabat Sebagai Notaris untuk menjalankan jabatan Notaris
yang meninggal dunia, diberhentikan atau diberhentikan sementara . Ketentuan
dalam pernyataan tersebut yang tertera pada peraturan Jabatan Notaris
menimbulkan kerancuan dalam pengertian bahwa seorang Notaris dalam
menjalankan tugas jabatannya memiliki kewenangan tertentu yang telah
ditetapkan oleh undang-undang yang berlaku ,bagaimana mungkin seorang
Notaris yang sudah meninggal dunia dapat digantikan oleh orang lain untuk
melaksanakan kewenangan jabatannya tersebut.Demikian pula terhadap Notaris
yang diberhentikan atau diberhentikan sementara waktu karena Notaris yang
bersangkutan menjalani hukuman.

Tujuan dari penulisan ini adalah dengan adanya penelitian ini diharapkan
dapat digunakan sebagai referensi atau bahan bacaan tambahan baik bagi
mahasiswa fakultas hukum maupun masyarakat luas untuk mengetahui bagaimana
bentuk -bentuk tanggung jawab Notaris pengganti dalam menerima protokol atas
berakhirnya masa jabatan atau Notaris meninggal dunia.Serta untuk mengetahui
Jabatan Notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum
dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan
alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau
perbuatan hukum.

Tipe dalam penelitian ini ialah penelitian hukum normatif, yang banyak

meneliti dari bahan hukum kepustakaan dan dengan demikian bahan yang
dipergunakan sebagai bahan penelitian ini banyak dari bahan hukum kepustakaan.
Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach)
dan pendekatan konseptual (conceptual approach).
Hasil dari penelitian ini adalah Untuk menambah dan memperluas pengetahuan
Notaris dalam proses penyimpanan protokol Notaris dan untuk menambah
informasi kepada Majelis Pengawas Daerah dalam proses pengawasan terhadap
kinerja Notaris dan penyimpanan protokol Notaris .

Kata Kunci : Notaris Pengganti , Protokol , Wewenang.

Vi



ABSTRACT

Notary protocols are all the documents which belongs to the State archives
that must be stored and kept by the notary which consists of minuta — minuta and
has been in volumes, reprotorium, list of endorsement letter — a letter under the
hand, list of deed-a deed of protest. A notary public is an officer who temporarily
served as a notary to run the Office of notary who died, dismissed or laid off
temporarily. The provision in the statement of the Office of notary regulations
give rise to confusion in the sense that a Notary in his dutties have the authority to
perform tasks that have been defined by the legislation in force, how could a
notary who already died could be replaced by another person to carry out the
authority of his Office. Similarly against the notary who dismissed or laid off
temporarily due to the notary in question undergo punishment.

The purpose of this writing is the existence of this research are expected to
be used as references or additional reading material for students of the Faculty of
law, as well as the wider community to know how these forms of substitute
Notary's responsibility in accepting the Protocol upon the expiry of the term of
Office or the notary died. As well as to know the position of a notary is held or its
presence desired by the rule of law with a view to helping and serving the people
who need the tools of the authentic written evidence concerning the
circumstances, events or deeds of the law.

The type of this study is a normative, legal research of law librarianship
and thus the materials used in this research are taken from the law librarianship.
This research uses the approach of legislation (the statute approach) and
conceptual approach.

The results is to augment and expand knowledge of notary in the storage
process of the Notary protocols and to add information to the Tribunal in Areas
Supervisory oversight process on notary’s performance and saving Notary
protocols.

Keyword : Substitute Notary, Protocol , authority
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BAB IV

PENUTUP

Kesimpulan

. Tanggung jawab Notaris bila dilihat dari Undang — undang Jabatan Notaris
No.2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris adalah sangat erat kaitannya
dengan tugas dan pekerjaan Notaris , yakni seperti halnya menerima
protokol notaris yang menetapkan notaris sebagai pejabat negara untuk
melindungi arsip negara , minuta — minuta yang telah dijilid , reprotorium ,
membuat akta , melakukan pendaftaran dan mensahkan ( waarmenken dan
legalisasi ) surat — surat / akta — akta yang dibuat dibawah tangan ,
Sebagaimana dijelaskan pada pasal 1 Angka 13 dan pasal 35 ayat 3 , 4
dan 5 Undang — undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 .

Pada pasal 65 Undang — undang Jabatan Notaris No.2 Tahun 2014 jelas
disebutkan bahwa , Notaris , Notaris Pengganti , Notaris Pengganti Khusus
dan Pejabat Sementara bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya
meskipun protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada
pihak penyimpan protokol Notaris. Maka dari itu dapat disimpulkan sanksi
kepada Notaris yang menolak menerima Protokol atas Notaris yang pindah
tempat kedudukan, pensiun atau meninggal dunia, terdapat pertanggung
jawaban yang dapat dikenakan secara subjektif kepada seorang Notaris
dan juga dapat berupa pertanggung jawaban dengan dasar dari kode Etik

Profesi Notaris berupa pemberian sanksi teguran,peringatan, pemecatan

73
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sementara (schorsing), pemecatan (onzetting) dan pemberhentian dengan

tidak hormat dari keanggotan perkumpulan.

Saran

Dalam pekerjaan yang mengandung banyak resiko tersebut diperlukan
pengetahuan hukum yang cukup dan ketelitian serta tanggung jawab yang
tinggi untuk itu dalam praktek sehari — hari notaris diwajibkan untuk
senantiasa menjujung tinggi hukum dan asas negara serta bertindak sesuai
dengan makna sumpah jabatan dan mengutamakan pengabdiannya kepada
kepentingan masyarakat dan negara serta eksistensi notaris sebagai pejabat
Umum didasarkan atas UUJN yang menetapkan rambu — rambu bagi gerak
langkah seorang Notaris , berperilaku profesional serta memahami
pengetahuan tentang aturan — aturan / ketentuan — ketentuan hukum yang
terkait dengan pekerjaan Notaris yaitu dalam rangka penerimaan protokol
notaris lain diharapkan dalam pelaksanaan tugasnya notaris , akan
terhindar dari segala akibat hukum terhadap protokol notaris yang
diterimanya. Notaris dalam melakukan profesinya harus memiliki perilaku
profesional dalam pembangunan Nasional khususnya di bidang hukum
,unsur — unsur perilaku profesionalisme yang dimaksud adalah bahwa
notaris harus mempunyai keahlian yang didukung dengan pengetahuan
dan pengalaman yang tinggi dan dalam pelaksanaan tugasnya selalu
dilandasi dengan pertimbangan moral yang diselaraskan dengan nilai- nilai
kemasyarakatan , nilai-nilai sopan santun dan agama yang berlaku juga

harus jujur , serta tidak boleh semata-mata didorong oleh pertimbangan
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uang dalam artian ia harus bersifat sosial dan tidak diskriminatif dengan
membedakan antara orang yang mampu dan yang tidak mampu , untuk itu
ia harus memegang teguh etika profesi dalam pelaksanaan tugas profesi
yang baik karena dalam kode etik profesi itulah ditentukan segala perilaku
dimilik oleh notaris.

. Peran masing-masing Majelis Pengawas (MPD,MPW,MPP) harus lebih
maksimal, khususnya MPD, yang merupakan pengawas dan pembina
Notaris di daerah, khususnya di dalam memberikan sanksi bagi notaris.
Juga harus ada perbedaan yang jelas, mengenai peran dan fungsinya
dengan Majelis Kehormatan, agar tidak tumpang tindih kewenangan di
lapangan. Khusus anggota Majelis Pengawas dan Kehormatan yang di luar
profesi Notaris, agar benar-benar dilihat kapabilitas, kapasitas, dan
kemampuan di bidang kenotariatan, dan tentunya yang duduk dan menjadi
anggota Majelis tersebut, orang-orang yang berintegritas, jujur, dan tidak

pernah melakukan perbuatan tercela atau tersangkut masalah hukum.
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